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Sanks administratif sebagal salah satu instrumen penegakan hukum
dalam peraturan perundang-undangan
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Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabilatidak disertai dengan penegakan
hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya,
salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanks perdata, atau
sanksi administratif. Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu
pilihan, artinyatidak harus ketiga-tiganya diterapkan tetapi dapat dipilih manayang paling efektif dan yang
paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan sangat mungkin penegakan hukum
dari suatu peraturan perundang-undangan sama sekali tidak diperlukan adanya sanksi. Pencatuman sanksi
juga harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk
substansi yang berkaitan dengan masalah administratif, sanksi administratiflah yang paling efektif. Sanksi
administratif dapat diterapkan baik melalui jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan, yakni oleh
pejabat administrasi. Sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
kebanyakan terkait dengan masalah perizinan dan dilaksanakan oleh pejabat (badan) administrasi yang
berwenang mengel uarkan perizinan tersebut. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi
sering dikaitkan dengan pelanggaran terhadap persyaratan perizinan. Setiap pengenaan sanks administratif
harus ada dasar hukumnya dan disertai dengan kemungkinan bagi yang terkena sanksi untuk mengajukan
upaya hukum yaitu gugatan terhadap sanksi administrasi tersebui.
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